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ABSTRAKSl 

MUHD. F ARABI DfNA TA. lmplementas1 Otonom1 Daerah Pada Pemenntahan 
Kabupaten Langkat Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

Era otonomi Daerah yang sedang berguhr Indonesia dewosa m1 secara 
langsung maupun tidak langsung membawa pengaruh yang cukup luas pada tata 
kehidupan masyarakat b:uk secara Nasional maupun secaru lokal 

Otonomt Daerah pada masa lalunya hanya r.icrupakan termmologi yang 
dikenal dikalangan masyarakat secaru tcrbatas, sedangkan saat ini sudah meajadi 
pembicaman umum dan berkembang d1 lingkungan masyarukat yang lebih luas lagi. 
khususn) a d1 ungkat daerah clan dJ seluruh Indonesia 

Kond1s1 tru ielah membenkan suatu kesegaran baru bagi kalangan pemerintah 
maupun masyarakat bah1\a Ima tidak b1sa lagt memb1arkan gelombang 01onom1 
mengaltr begnu saja tanpa upaya untuk mengarahkan dan mengismya deagan 
berbagai undakan nyata. 

Perkembangan s1tuasi ya11g terJad1, perubahan s1stem pemerintah berupa 
pc:nerapan otonom1 daerah 1 ang d1mula1 I Januan '.!00 I scna organisas1 mstanst 
pcmenntah mcngharuskan pc:menntJh menyelaraskan semua kegiatan pemerintah 
sesuai perkembangan-perkembangan d1 lapangan dengan memperhattkan kapasitas 
mdividu, kelembagaan dan sis1em yang tclah dimilild oleh daerah. 

Percepatan otonomi daerah sebagai implementasi Undang-undang Nomor 22 
Tahun 1999 yang telah d1sempumakan dengan d1keluarkannya Undang-Undang 
'lomor 32 Tahun 200-I tentang pemenntahan daerah telah membenkan suatu 
pencerahan tentang pelaksanaan otonomt daerah dJ Indonesia. 

Judul skripsi ini adala b " Jmplementasi Otonomi Daerab Pada 
Pemerintaban Kabupaten Langkat Bcrdasarkan Undang-Undang Nomor 32 
Tabon 2004". 

Dalam pelaksanaan otonom1 daerah Pemenntah Kabupa1cn Langkat 
scnantiasa melakukan pembenahan din sesua1 dengan tuntutan pelalsanaan 01onom1 
daerah yang diberlakukan secara efcl.1if sejak tahun 200 I, sclaras dengan tuntutan 
lingkungan pemerintahan dalam lingkungan masyarakat sesuai dengan reformai yang 
menghendaki transparansi, akuntabilitas dalam pelaksan.aan fungsi-fungsi 
pemerintahan yang balk ( Good Governance). 

Berkenaan dengan tuntutan-tuntuton 1ersebu1 Pemerintah Kabupaten Langkat 
harus mampu menjawab melalut penerupan mekanisme penyelenggaraan pemerintah 
deagan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi pemerintahnn daerah 
dalam rangka menyelenggarakan Desentrahsasi, Dekosentrasi dan tugas pembantuan. 
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